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ABSTRAK

Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam pandangan
Islam merupakan suatu yang menarik. Dikatakan menarik, karena setiap
komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik
serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan latar belakang telah
melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda. Meskipun teks yang dirujuk
oleh masing-masing kelompok Islam itu sama al-Qur’an dan Sunnah, namun cara
menafsirkan teks itu bergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang
melakukan penafsiran. Hal ini juga terjadi kepada tokoh tatanegara Mohammad
Natsir dan Abu A’la Al-Maudiidi, di mana Mohammad Natsir dengan gigih tetap
memperjuangan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan konsep
pemerintahan yang diatur dengan syari’at Islam. Di sisi lain Abu A’la Al-
Maududi justru memperjuangkan agar tegaknya Khilafah al-Islamiyah. Perbedaan
dari kedua tokoh tersebut dalam memandang Pemerintahan Islam yang membuat
penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh, komprehensif, dan ilmiah. Tidak lain
dan tidak bukan adalah karena buah dari pemikiran keduanya sangat berpengaruh
di beberapa negara, baik negara Islam maupun tidak, seperti Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah Library Research, yaitu jenis penelitian yang
dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-
literatur, baik klasik maupun modern khususnya sumber karya Mohammad Natsir
dan Abu A’la Al-Maududi sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan
yang digunakan historis dan ilmu politik, yaitu untuk melacak akar sejarah dari
perkembangan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang Pemerintahan Islam
sebagai salah satu bagian dari sebuah sistem politik negara. Selain itu penelitian
ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan
menganalisis serta membandingkan pemikiranya secara sistematis terkait suatu
permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang
berbeda.

Berdasarkan hasil dari penelitian, Mohammad Natsir memandang bahwa
umat Islam boleh mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara-
negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang bahkan Rusia, selama sistem-sistem
itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam. Jadi dalam
demokrasi Islam, perumusan kebijakan politik, ekonomi, dan lain-lainnya
haruslah mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah
Nabi. Abu Ala Al-maudidi baginya Islam adalah agama yang paling paripurna
lengkap dengan kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem
politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan
dilarang meniru sistem barat. tujuan negara tidak hanya mencegah dan melindungi
seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara ini juga bertujuan untuk
mengembangkan sistem  keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah
diketengahkan Allah dalam kitab suci al-Qur’an.

Keyword: Pemerintahan Islam, Historis dan Ilmu Politik, Mohammad
Natsir, Abu A’la Al-Maudidi.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik, seperti dikatakan Hamid Enayat, merupakan
persoalan yang paling banyak digeluti oleh kaum intelektual muslim selama
dua abad terakhir ini. Hal ini dapat dijelaskan terutama oleh perjuangan yang
tengah berlangsung di berbagai negeri muslim untuk memperoleh
kemerdekaan politik dan kebebasan dari ketergantungan kekuatan-kekuatan
barat," baik dalam kolonialisme maupun hegemoni.? termasuk di dalamnya
hegemoni pemikiran. Selain itu faktor lain yang dapat menjelaskan kenyataan
di atas juga antara lain, karena persoalan politik yang kuat baik banyak
orang, sehingga dalam Islam merupakan persoalan yang pertama muncul
bahkan dari sanahlah lahir persoalan teologi,® dan “provokasi” sebagian
pengamat barat yang melihat Islam secara politik dalam pandangan yang
monolitik yang berkonotasi otoriter. Sebagian muslim, para intekltual muslim
tentu saja ingin memperlihatkan bahwa meskipun pandangan itu dalam
beberapa hal biasa dibenarkan, tetapi tidak untuk keseluruhan Islam, terutama

jika dilihat dari pemikirannya. Pemikiran politik Islam sangatlah kaya atau

! Hamid Enayat, Modern Political Thought, (Austin: University of Texas Press, 1982).
him. 1.

2 Meminjam definisi dari Antonio Gramci, hegemoni adalah perluasan dan
pelestarian aktif dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan
kepemimpinan intelektual, moral dan politik (lihat Mochtar Paottinggi, (ed), Islam: Antara Visi,
Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), him 186.

® Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 11, (Jakarta: Ul
Pres 1986), Cet. VI, him, 31.
1



bersifat polyinterpretable, sehingga bagi mereka sulit menerima cap

otoritarianisme Islam secara keseluruhan dari para pengamat Barat itu.

Dari penjelasan ini Islam politik sebenarnya bukanlah Islam yang
identik dengan kekerasan, seperti banyak dipersepsikan dalam diskusi-diskusi
publik. Tetapi Islam politik, sebagaimana agama itu sendiri, tidaklah kebal
terhadap manipulasi yang berujung tindakan kekerasan. Islam politik lebih
merupakan aktivisme yang berkomitmen mewujudkan agenda politik tertentu
dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan, dan ideologi Islam.
Agenda politik di sini memiliki agenda yang sangat luas, dari sekedar
memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politik sampai mengalahkan atau
menjatuhkan rezim yang berkuasa. Caranya juga sangat beragam, dari aksi-
aksi kolektif berkumpul menyampaikan pendapat, demonstrasi-demonstrasi
missal, membentuk partai politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum,
sampai gerakan mobilisasi bawah tanah dan teror. Kekerasan dalam Islam
politik memang kadang kala diabsahkan demi komitmen mewujudkan

agenda politik.*

Dalam tradisi pemikiran Islam Kklasik dan pertengahan, hubungan
agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga tidak
bisa dipisahkan. Agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya.
Para teoretisi politik Islam biasanya pertama-tama mengaitkan kepentingan

terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang

* Noorhaidi Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer, Konsep, Genealogi, dan
Teori (Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), him, 10-11.



tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara sendirian. Karena itu negara
sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan
menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar
manusia mencapai kebahagiaannya material dan spiritual dunia dan akhirat.®
Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai keharusan
rasional, melainkan juga agama. Islam klasik dan pertengahan sebagai agama
yang sejak awal menekankan aspek solidaritas sosial oleh karenanya memiliki
relevansi dengan politik dan kemasyarakatan. Pemahaman seperti ini biasa
dipahami karena kata ummat saja meskipun kata tersebut dalam al-Qura’an
juga menunjuk pada manusia secara umum bahkan hewan dan tumbuhan
berarti ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan Islam), suatu ikatan yang oleh
Nabi diperkenalkan setelah kepindahannya ke Madinah untuk dijadikan
ikatan baru berdasarkan agama sebagai pengganti ikatan darah yang berlaku
sebelumnya. Demikian juga dengan kata Din (agama) dalam bahasa Arab
meliputi seluruh bentuk kehidupan. Kata Din karenanya, tidak sama dengan
kata religion dalam bahasa Inggris. Din merupakan kata yang menunjuk pada

solidaritas sesama muslim dan kesetiaan kepada wahyu.®

Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam
pandangan Islam merupakan suatu yang menarik. dikatakan menarik, karena
setiap komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya

dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda. Perbedaan

® Al-Mawardi, al-A/ kam al-Sult haniyah, (Beiriit: Dar al-Fikr, t.t.h), him, 5.

® Ibid., him. 4-5.



latarbelakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga berbeda.
Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu sama
(al-Qur’an-Sunnah), cara menafsirkan teks itu bergantung pada orientasi
sosial politik dari pihak yang melakukan penafsiran. Rujukan kepada orientik
sosial politik yang tercemar yang telah membawa kepada kompleksitas
kehidupan sosial Islam (ummat), akibatnya melahirkan semacam fragmentasi
pemahaman agama antara umat dan pemimpin umat. Fragmentasi pada level
pada penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan fragmentasi orientasi sosial

politik para pengikut suatu kelompok sosial dalam masyarakat muslim.

Dengan keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan
teks itu yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik
juga beragam. Konsep suatu pemerintahan, misalnya tidak selalu sama antara
kalangan Islam sendiri, ada pihak Islam yang jusrtu mendundukung
sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang
keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam
mengurus kehidupan keagaaman. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang
dengan gigih tetap memperjuangan agar negara dan pemerintahan dapat
menerapkan konsep pemerintahan yang diatur dengan syari’at Islam, ada

kalangan yang justru memperjuangkan agar tegaknya Khilafah al-Isiamiyah.’

" Lihat Syrarifuddin Jurdi , Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara,
Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Edisi 1, Juli 2008).
him. 18.



Konsep tentang sistem khilafah memang menimbulkan perbedaan yang
tajam.2 Mengenai konsep pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara,
hingga kini masih beragam. Ada negara yang menggunakan sitem monarki
yang merupakan representasi dari model pemerintahan berdasarkan sistem
warisan kekuasaan diserahkan kepada putra mahkota, sirkulasi kekuasaan
hanya bersifat terbatas dan hanya dapat diraih oleh kalangan kerajaan. Ada
juga sistem republik, yang terdiri diatas pilar-pilar demokrasi dimana-mana
kedaulatan sepenuhnya di tanggan rakyat, sistem ini dianut oleh banyak
negara di dunia. Ada juga sistem kekaisaran, yang memberikan keistimewaan
dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat dan
juga pemberlakuan hukum yang tidak adil. Sementara, ada juga sistem
pemerintahan federasi, yang membagi wilayah dalam otonominya sendiri dan
bersatu di bawah pemerintahan umum. Semua jenis pemerintahan itu masih

bisa ditemukan dalam konteks politik kontemporer.

Satu-satunya di dunia sistem pemerintahan yang mencoba mengikuti
sistem pemerintahan Rasulullah Saw saat ini adalah sistem pemerintahan Iran

(Republik Islam Iran). Dalam sistem pemerintahan ini Republik Islam Iran

® Menurut Munawir Sadzali bahwa Islam tidak mengajarkan sistem pemerintahan

tertentu: “tetapi selebihnya dari itu baik dari al-Quran dan sunah Rasulullah tidak mengajarkan
pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam” Ujung-ujungnya sudah biasa ditebak,
bahwa sistem republik yang di Indonesia menganut Pancasila sebagai dasarnya, telah usai dengan
ajaran Islam. Munawir menjelaskan: “Mari kita bandingkan lima sila dari pancasila dengan
prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Al-quran. Kita melihat adanya
persamaan, termasuk juga semangatnya. Oleh karen itu..., hendaknya kita umat Islam Indonesia
menerima Negara Republik Indonesia yang berdsakan pancasila ini sebagai sasaran akhir dari
aspirasi politik kita. dan bukan sekedar sasaran atau batu loncatan ke arah sasaran-sasaran yang
lain.” Lihat Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta Ul-
Press, 1990), him. 233 dan 236.



(selanjutnya disingkat RII) yang sekarang pemerintahan dikuasai oleh ulama

Islam Syi’ah.’

Pengertian negara dan pemerintahan sering kali disama-artikan oleh
sebagian masyarkat bahkan tidak jarang mengidentikkan negara dengan
pemerintahan ataupun sebaliknya, akan tetapi secara teoritis tidaklah sama
antara negara dan pemerintahan. Oleh beberapa kalangan negara bersifat tetap
dibanding dengan pemerintahan yang sering kali berubah-ubah.'® Sehingga

dari anggapan itu bahwa negara sama dengan bentuk pemerintahan.

Perkembangan selanjutnya adalah, pembicaraan mengenai negara Islam
mulai memasuki kawasan kajian hukum, beberapa pemikir hukum Islam
klasik mulai memperkenalkan istilah-istilah baru dalam teori politik (Figh
as-siyasah), mereka. Seperti Khalifah, Ahl al-Hall wa al ‘Agd, Bai’ah dan
beberapa istilah lain yang sejak semula tidak dikenal dalam istilah teologi

Islam klasik. Dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, pada periode

’ Inu Kencana Syafi’ie, llmu pemerintahan dan al-Quran, hlm. 261-262. Syi’ah
terbagi kedalam beberapa golongan .Yang terbesar adalah Syi’ah Imammiyah atau Itsna
Asyariyyah. Mereka disebut Syi’ah Itsna Asyriyyah karena mempercayi dua belas imam suci.
Imam-imam yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya, yaitu: Hasan bin Ali
al-Mujtaba), Husein bin Ali (S ayyed Al-Syuhada), Ali bin Husain (Z ainul Al-Abidin),
Muhammad bin Ali (al-baqir), Ja’far bin Muhammad (al-sidik), Masa bin Ja’far (al-Kazim), Ali
bin Masa (ar-Rida), Muhammad bin Ali (al-Taqi), Muhammad bin Ali (al-Naqi), Hasan bin
Muhammad (al-Askari) dan Muhammad bin Hasan (al-Qalam) yang juga dikenal Imam al-Mahdi
al-Miintazar atau “Imam Z aman”. Jalaladdin Rahmat, Islam Alternantif, (Bandung: Mizan, 1986),
hlm. 255, lihat Riza Sihubudi, “Foot Note:, Biografi Politik Imam Khomeini, (Jakarta: Gramedia
Pustaka utama, 1996), lihat M. Riza Sihbudi, Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatunya Syi’ah
Hingga Wafat Ayatullah Khomeini, (Jakarta: Pustak Hidayah, 1989), him. 43. Di samping syi’ah
Isna Asyariyyah ada puala Syi’ah Isna ‘iliyah, yang mempercayai imam sampai dengan imam
keenam. Selanjutnya ada lagi Syia’ah Z aidiah, yaitu pengikut Z aid ibn ibn Ali Z ainal Abidin.
Dan masih ada golongan-golongan kecil lainnya. Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai
Aspeknya, cet. Ke-5, (Jakarta: Ul-Press, 1985), him. 99-100.

19 Cheppy Haricahyono, llmu Politik dan Perspektifnya, (Yogyakarta: Tiara Wacana,
1986) him. 73.



selanjutnya pemikir-pemikir politik Islam semakin intensif dikumandangkan
oleh sejumlah aktivis kebangkitan Islam, baik di Timur Tengah maupun
wilayah Islam lainnya yang pada saat itu bearada dalam cengkraman penjajah

barat.

Meningkatnya intensitas tersebut secara umum dipengaruhi tiga hal,
yaitu: Pertama, kerapuhan dunia Islam oleh faktor-faktor internal yang
berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua,
adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan politik dan wilayah Islam.
Ketiga, akibat keunggulan Barat dalam ilmu, teknologi, dan organisasi. Tiga
hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum para pemikir politik Islam

kontemporer.*!

Secara umum tujuan pokok pemerintahan Islam adalah menciptakan
kemaslahatan bagi manusia dan mencegah segala bahaya, menegakkan
keadilan dan melarang semua permusuhan antara manusia, tujuan
pemerintahan Islam sama dengan tujuan yang hendak dicapai pemerintahan
secara umum lainnya. Mengenai konsep negara, Islam nampaknya lebih
cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga

mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui

115.

Y Munawir Syadjali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, him.



terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur’an. Islam menegakkan

kekuasaan yang memiliki dua aspek: aspek keagaman dan aspek keduiaan.*2

Perbincangan mengenai wacana juga tidak lepas dari perhatian para
tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, diantara tokoh-tokoh intelektual
muslim dunia yang secara tegas mengkaji konsep Daulah Islamiyah sebagai
suatu referensi bagi sebuah sistem pemerintahan adalah Mohammad Natsir

dan Abu A’la Al-maududi.

Mohammad Natsir menawarkan Islam sebagai negara. Hal ini bisa
disimak dari sisi pidatonya pada sidang pleno konstituante, tanggal 12
November 1957, dimana ia menghendaki negara Indonesia berazaskan
ideologi Islam. “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam”.** Keinginannya ini
bukan semata-mata disebabkan karena Islam sebagai agamanya mayoritas di
Indonesia, melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan kehidupan
bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin
kerukunan beragama dan bernegara.* Sedangkan, mengenai konsep
pemerintahan suatu negara, Natsir berpendapat boleh meniru pemerintahan

barat asalkan tidak melanggar nila-nilai dasar Islam. Karena, menurutnya

12 Gaffar Aziz, Berpolitik Untuk Agama; Missi Islam, Kristen dan Yahudi tentang
Politik, cet. | (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), him. 10.

3 Munawir Syadjali, Islam dan tata Negara, Ajaran Sejarah dan pemikiran, him. 194-
196.

*1bid., him. 203.



Islam memang tidak mempunyai sistem ketatanegaraan yang sempurna.’®
Bahaya sekularisme adalah karena paham ini tidak menjawab pertanyaan,
“Apakah arti hidup itu?” Sehingga orang yang merasa kehilangan makna
hidupnya dan mengalami spiritual degeneration (kemerosotan spiritual).
Maka dengan mudah akan dihinggapi pentakit-penyakit jiwa (neurosis).
Orang-orang seperti ini membutuhkan seperangkat kepercayaan (keimanan)

yang dapat dijadikan landasan hidup yang tidak pernah berubah.®

Juga kaum sekularis memandang konsep-konsep mengenai Tuhan dan
agama hanya hasil sebagai ciptaan manusia;!’ yang ditentukan oleh kondisi-
kondisi sosial, bukan ditentukan oleh kebenaran wahyu. Bagi kaum sekularis
doktrin agama dan Tuhan relatif dan tergantung pada penemuan-penemuan
umat manusia. Dan tolok ukur kebenaran dan kebahagiaan atau ukuran
keberhasilan manusia semata-mata ditentukan oleh materi (benda). Di negara

sekuler, menurut Mohammad Natsir masalah-masalah ekonomi, hukum,

!> Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fudamentalis
(Magelang: IndonesiaTera, 2001), him. 70.

% Ibid., 217.

7 pandangan Natsir tentang kamum sekularis ini mirip dengan gagasan Karl Marx dan
Engels. Dalam salah satu tulisan, mereka pernah menyatakan: “C’ est [’homme qui fait la religion,
ce n’est pas la religion qui fait "homme... [’homme, c’est Ie monde de ’homme, I’etat, Ia societe.
Cet etat, cette societe produiscent la religion... manusia... manusia, dunia manusia, Negara,
masyarakat. Negara itulah, masyarakat itulah yang menciptakaan agama...) Karl Marx et Engels,
Critique de Ia Philosophie du Droit de Hegel.” Dalam Jean Pierre Bagot, led., L’Experience
Religieus, (Paris: Hachette, 1973), hal. 19.
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pendidikan, sosial dan lain-lainnya semata-mata ditentukan oleh kepentingan-

kepentingan material, bukan nilai-nilai spiritual.*®

Pemahaman Natisr tentang bahayanya sekularisme dan Islam sebagai
ideologi perlu dikemukakaan dalam hubungan ini karena pemahamannya itu
mempunyai kaitan yang erat dengan pandangan-pandangannya tentang
masalah persatuan agama dan negara. Keyakinan Mohammad Natsir akan
kebenaran Islam sebagai ideologi inilah yang membuatnya gigih
memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan gagasan persatuan agama
dengan negara. Keyakinannya itu juga membuatnya begitu peka terhadap

nilai-nilai sekular yang dianggapnya bertentangan dengan Islam.

Gambaran kaum Orientalis tentang negara Islam yang penuh
penyimpangan seperti yang dikemukakan Mohammad Natsir memang
seringkali muncul kepermukaan. Ini bukan merupakan suatu gejala baru.
Gambaran keliru mengenai negara Islam telah muncul semenjak lahirnya
karya-karya awal Orientalis mengenai Islam. Diduga, melalui karya-karya
awal Orientalis Barat inilah tersebar gambaran keliru tentang Islam dan
negara Islam. Lahirnya karya-karya ini pada munculnya didorong oleh

keinginan untuk mengkritik dan menyerang Islam sebagai agama. Langkah

'® Mohammad Natsir, Fighud Da’wah, (Malaysia: International Federation of Student
Organization, 1981), hal. 217.
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ini diambil sehubungan dengan kekalahan Eropa Kristen menghadapi

kekuatan militer kaum Muslim dalam perang Salib (abad 11-13).*

Akan tetapi menurut Aba A’la Al-Maudadi®® khususnya dalam bidang
agama dan gagasan-gagasannya tentang Islam, termasuk teori kenegaraannya.
Baginya Islam adalah agama yang paling paripurna lengkap dengan
kehidupan politik degan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh
karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang

meniru sistem barat.

Tujuan negara tidak hanya mencegah dan melindungi seluruh
bangsanya dari invasi asing. Negara ini juga bertujuan untuk
mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah
diketengahkan Allah dalam kitab suci al-Qur’an. Untuk tujuan ini, kekuasaan
politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua
sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral
rakyat juga akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum

akan dijinakan.

19 Sejarawan mencatat bahwa benih-benih peperangan Salib ini sebenarnya telah
tumbuh pada awal abad VIII, yaitu ketika pasukan kaum Muslimin mengancam hendak menyerbu
Barat melalui kota Tours dan Poitiers (732M). Semenjak itu, Eropa Kristen mulai merasa ngeri
akan bahaya gelombang serangan kaum Muslimin. Maka pertempuran yang terjadi tiga abad
kemudian, di dataran Syiria dan Mesir antara pasukan Islam dengan Kristen, sebenarnya
merupakan kelanjutan suasana genting tersebut. Perang Salib yang merupakan salah satu perang
terbesar dalam sejarah peradaban Islam-Kristen ini terjadi secara bergelombangdari tahun1098
sampai tahun1248 M. Lihat M. Enan, Detik-detik Menentukan Sejarah Islam, terj. Mahyuddin
Syaf (Surabaya: Bina limu, 1979), hal. 132-145.

2 Abul A’la al-Maudadi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Terj. Asep
Hikmat (Bandung: Mizan, 1995).hIm. 34-35.
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Tujuan negara Islam yang dapat dibentuk berlandaskam al-Qur’an dan

al-Sunnah juga telah berikan Tuhan. al-Qur’an menyatakan:
JML.\UALU\a\#d\jﬂ\Jgﬁ\Wmﬁ‘JwngmJ‘dﬁ
Auy gopal (a ) alid g il adlia g 0ad (b b yaal) UL
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Dari pengamatan yang cermat atas al-Qur’an akan jelas bahwa negara
Islam ini berlandaskan ideologi dan bertujuan untuk menegakkan ideologi
tersebut, ketentuan dari negara Islam inilah yang menyebabkan negara
tersebut wajib diselenggarakan oleh orang-orang yang meyakini ideologi
Islam serta hukum Ilahi yang dijunjung tinggi oleh mereka. Penyelenggaraan
suatu negara Islam haruslah orang-orang yang berkehidupan dibuktikan untuk
menaati dan menegakkan hukum ini. Yang tidak hanya setuju dengan
program reformasinya dan sepenuhnya yakin atas program itu, melainkan
juga sepenuhnya menghayati semangatnya serta memahami semua

rinciannya.

Secara umum, wajah khas dari bentuk ideal pemerintahan Islam yang
kita namakan negara Islam. Boleh menyebutnya dengan istilah teknis modern
dan boleh menyebutnya sebagai sekuler, demokratis ataupun teokratis.

Sepanjang kita meyakini Islam dan menerimanya sebagai jalan kehidupan

! Al-Hadid (57):25.
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kita, maka sistem pemerintahan kita pada intinya harus berlandaskan pada

dasar-dasar yang telah diletakan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.?

Berangkat dari latar belakang ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh
dan mendalam lagi bagaimana sebenarnya pemikiran Mohammad Natsir dan
Abu A’la Al-Maududi mengenai konsep pemerintahan Islam yang selalu
menjadi dinamika tiada hentinya dan hangat bagi sistem politik negara-negara

Islam di berbagai belahan dunia.

B. Pokok Masalah

Untuk mempermudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi
masalah pada pemikiran kedua tokoh politik: Mohammad Natsir dan Abu A’la
Al-Maududi dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadikan Indonesia menjadi

suatu Negara Islam.

Ada pun rumusan masalahnya dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemerintahan Islam dalam pandangan Mohammad
Natsir dan Abu A’la Al-Maudadi?

2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut tentang
politik dalam pemerintahan Islam?

3. Bagaimana relevasi pemikiran Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-

Maududi dalam konteks ke-Indonesiaan?

2 Abu A’la al-Maudadi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, him. 276.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a.

Mendeskripsikan atau mengungkapkan pemikiran Mohammad Natsir
dan Abu A’la Al-Maudadi dalam konsep pemerintahan.

Menjelaskan bagaimana corak pemikiran Mohammad Natsir dan Abu
A’la Al-Maudadi mengenai konsep pemerintahan dengan melihat sisi
persamaan dan perbedaan.

Untuk mengetahui relevansi pemikiran Mohammad Natsir dan Abu
A’la Al-Maudadi tentang konsep pemerintahan dalam konteks

keindonesiaan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a.

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan konstribusi
pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari
semakin mengalami perkembangan. Di samping memberikan
pandangan baru akan politik yang didasarkan pada konsep keagamaan
dan sosio-kultural yang berbeda.

Bagi perkembangan politik Islam, yaitu memperkaya khazanah
pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang
memperbincangkan tentang konsep pemerintahan.

Bagi kehidupan secara umum, vyaitu memberikan konstribusi
pemikiran tentang konsep pemerintahan sebagai perbandingan dengan

karya-karya penelitian lain.
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D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penyusun, belum ada kajian yang
memperbandingkan pendapat kedua tokoh tersebut diatas tentang konsep
pemerintahan. Yang ada hanyalah tulisan berupa skripsi yang mengangkat
tokoh perbandingan sistem khilafah antara Tagiyuddin An-Nabhani dan Abu
A’la Al-Maududi, yang ditulis oleh Mulhendri Fakultas Adab UIN Sunan
Kalijaga.”® Dan skripsi yang mengangkat tema tentang demokrasi menurut
pandangan M. Natsir, skripsi ini ditulis oleh Hidayatul Muslimah dari
Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.?* Di samping itu, ada lagi sebuah skripsi
yang mengangkat tema Konsep Negara Islam menurut Hasan Al-Banna dan
Abu A’la Al-mauduadi, skripsi ini ditulis oleh Tri Purwo Andiyanto Faultas

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.25

Salah satu karya yang terpenting Abu A’la Al-maudtdi yang membahas
Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam: buku yang berjudul The Islamic
Law and Constitution. (ahli bahasa oleh Drs. Asep Hikmat; dengan judul

Hukum dan Konstitusi Sistem Poltik Islam terbitan Mizan anggota IKAPI).

® Muhendri Perbandingan Sistem Khilafah antara Tagiyuddin an-Nabhani dan Abu
A’la Al-Maududi, Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 2009.

?* Hidayatul Muslimah, Mohammad Natsir dan pemikirannya tentang demokrasi,
Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga. 2008.

* Tri Purwo Andiyanto, Konsep Negara Islam Menurut Hasan Al-banna dan Abu
A’la Al-Maududi, Skripsi: Yogyakarta: Fakultas Sayari’ah UIN Sunan kalijaga. 20009.
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Tidak kalah penting dan menarik adalah buku Khilafah dan Kerajaan
Diterjemahkan dari buku aslinya yang berbahasa Arab, al-Khilafah Wal

Mulk.

Kedua, buku tulisan Hamid Enayah, berjudul: Reaksi Politik Sunni dan
Syi’ah.?® Buku ini secara spesifik mencoba melakukan studi perbandingan
tentang pemikiran politik antara Sunni dan Syi’ah. Kendatipun tidak secara
khusus membahas Wilayah al-fagih, namun buku ini relatif detail dalam

mengupas pemikiran politik dan hukum ketatanegaraan Syia’ah modern.

Buku lain adalah adalah ditulis oleh Yusril Izha Mahendra,”’ lebih
menitik beratkan kajiannya pada Masyumi dan Jamaat Islami di atas
meskipun ada dua tokoh yang dilibatkan seperti Mohammad Natsir dan Abu
A’la Al-maududi sebagai representasi dari modernisme dan fudamentalisme
akan tetapi kedua tokoh itu akan menjadi fokus kajiannya karena lebih pada
partai tempat tokoh ini berpolitik. Sementara itu dalam dalam tesisnya,?® A.
Syafi’t Maarif, secara khusus meneliti tentang relasi Islam dan politik yang
menggambarkan perilaku partai-partai Islam dalam menghadapi kebijakan
politik (demokrasi terpimpin) Soekarno, sampai pada pembubaran Masyumi.

Dalam tesis ini dibahas sosok Natsir namun, lebih difokuskan peran

% |ijhat, Hamid Enayat, Reaksi Poliik Sunni-Syi’ah, terj. Asep Hikmat (Bandung:
Pustaka, 1988), him.7.

2T yusril Izha Mahendra, Modernisme dan Fudamentalisme dalam Politik Islam:
Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jamaat Islami (Jakarta: Paramadin, 1999).

% Tesis ini telah di bukukan dengan judul Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1965. Lihat A. Syafi’i Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu
Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).



17

politiknya di Masyumi. Dalam karya A. Syafi’i Maarif berjudul Islam dan

29 ja membahas

Masalah Kenegaraan: Studi percaturan dalam Konstituante,
pandangan Hatta, Namun pembahasan yang dilakukan adalah teantang
pandangan Hatta terhadap ideologi pancasila dalam relevansinya dengan

nilai-nilai ajara Islam.

E. Kerangka Teoritik

Agama dan negara sebenarnya bukan suatu yang bertentangan secara
diametral, atau juga bukan berarti negara bagian dari agama, melainkan
negara itu inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang
politik yang inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang
tidak dapat dibantah, sebagai mahkluk sosial, manusia mempunyai naluri
lelaki untuk hidup bersama. Implikasi dari kehidupan sosial ini akan
membawa manusia dalam upaya mengembangkan sistem kehidupan bersama

dengan perangkat hukumnya yang kemudian berkembang menjadi negara.

Prinsip dasar dalam Islam yang mengatur dalam kehidupan publik yang
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Siyasah al-Dunya) bertujuan untuk
memaslahatkan masyarakatnya secara umum yang berkeadilan berdasarkan
hukum etika sosial, maka dari itu kemudian Islam secara eksplisit manusia
untuk mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan. Kebebasan dan
toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam

kehidupan bersama. Sedangkan disyari’atkannya hukum secara substansif-

2 Lihat A. Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi pecaturan dalam
Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1987), him. 103 dan 154.
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universal yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat
kelak dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka serta

memenuhi juga kebutuhan pelengkap bagi mereka.

Kemaslahatan itu utamanya ditunjukan untuk menjamin hak-hak dasar

kemanuisaan yang meliputi:

a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (hifz ad-Din)
b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (hifz an-Nafs).

c. Hak memelihara keturunan (hifz an-Nasl)

d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (hifz al-Mal)

. Hak memelihara akal atau kebebasan berpikir (hifz al’ Aql).*

D

Kemudian kelima hak-hak dasar tersebut juga dapat digunakan dalam

kerangka tujuan pembentukan negara.

Manusia sebagai hamba Allah yang diberikan kedudukan oleh-Nya
sebagai manager bumi (khalifatullah) mempunyai dua macam kekuasaan,
yaitu kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan
kehidupan di bumi, sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah

kekuasaan dalam pemerintahan negara.®:

Dalam konteks keterkaitan agama dan negara atau Islam dan politik,

Rumaidi dengan mengutip teori-teori yang diajukan oleh para sosiolog

*® Asy-Syatibi, al-Muawaffaqat fi Ushul al- Ahkam, t. tp. :Dar al Fikr, 1341 H), 11:4

*' Ahmad Azhar Bayir, Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman, cet. I, (Bandung: Mizan,

1993), him. 43.
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teoretisi politik Islam membagi menjadi tiga bagian paradigma pemikiran
dalam merespon problematik relasi agama dan negara. Pertama Integralistik
(Unified Paradigm). Dalam paradigma ini agama dan negara menyatu
(Integrated), wilayah agama meliputi wilayah politik atau negara juga, karena
negara merupakan lembaga keagamaan dan politik. Dengan demikian
perspektif ini pemberlakukan dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum
positif di negara ini adalah hal yang niscaya. Kedua Paradigma Simbolik
(Syimbolik Paradigm). Agama dan negara menurut pandangan ini
berhubungan secara simbolik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal-
balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, negara memerlukan agama,
karena dengan agama, negara dapat berkembang. Sebaliknya, agama juga
sama membutuhkan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang
dalam pembinaan etika dan moral, serta lebih efektif dalam menancapkan
nilai-nilai luhurnya. Ketiga paradigma Sekularistik (Secularistic Paradigm).
Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas, dan sebagai gantinya,
paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (Disparasi) agama dan

negara.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertujuan
menghasilkan bentuk proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa yang telah

terjadi. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah

* Marzuki Wahid Rumaidi, Figh Mazhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), him. 24-28.
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penjelasan mengenai bagai mana pemikiran Mohammad Natsir dan Abul A’la

Al-Maududi tentang konsep pemerintahan.

Kebijakan politik yang diamabil oleh seorang penguasa merupakan
cakupan sebuah keputusan politik. Keputusan politik adalah keputusan yang
menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum.*® Hal ini sesuai dengan
pengertian politik David Etsan yaitu mencukup segala aktifitas yang
bepengaruh terhadap kebijakan yang berwibawa dan berkuasa di terima oleh
masyarakat.** Beberapa hal yang menjadikan patokan dalam sebuah proses
pengambilan keputusan politik misalnya ideologi dan konstitusi-konstitusi
tersedianya sumber daya manusia, efektifitas dan efesiensi, etika dan moral
yang hidup demi masyarakat dan agama.®® Sebagai patokan itu akan

membuahkan alternatif-alternatif pilihan mengambil keputusan.

Dalam kenyataannya, keputusan dan kebijakan politik dalam sebuah
negara sangat dipengaruhi oleh ideologi penguasa.*® Menurut Panel Pall,
ideologi didefinisikan sebagai suatu sistem serba inklusif yang mencakup

realitas komperhensif, hal yang tersebut adalah suatu rangkaian yang penuh

** Rahman Subakti, Memahami llmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992), him. 190.

* Ahmad Fikri AF, Media Politik di Aktstra Palementer (Yogyakarta: LKIS dan the asia
foundation, 1994). him. 44.

*> Rahman Subakti, Memahami llmu Politik, him. 190.

*® Deden Faturrahman dan Wawan Sabri, Pengantar llmu Politik (Malang: Umm Press,
2002). Him 44.
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semangat dan bertekad mengubah cara hidup secara menyeluruh.®’ Penelitian
ini memakai pendekatan politik. Pengertian politik mempunyai banyak
devinisi, para ahli mempunyai perbedaan karena tujuan aspek dan sudut
pandang yang berbeda tentang politik. Persamaannya terletak pada unsur-
unsur dalam politik. Unsur-unsur politik terdiri dari negara (State), kekuasan
(Power), pengambilan keputusan kebijaksanaan (Policy, beleid) dan

pembagian (Distributor) atau alokasi (Allocation).*®

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting
dalam suatu penelitan untuk mencapai hasil yang maksimal dan objektif.
Metode penelitian ini adalah seperangkat cara atau langkah yang ditempuh

oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library
research). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya berikut analisa,
bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai
media baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak
terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam

penelitian ini (Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-Maududi), tetapi

*” Amien Rais, Cakrawala Islam llmu Antara Citra dan Fakta (Bandung: Mizan, 1991).
Him. 188.

% Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analisis lihat
Saifuddin Azwar, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) him 6.
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juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai Kkaitan

dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis.*® dengan metode
deskriptif digambarkan bagai mana sistem pemerintahan Islam dalam
pandangan Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-Maududi. Setelah
dideskirpsikan lalu dilakukan analisis secara komparatif untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh. Setelah
ditemui persamaan dan perbedaan, dilakukan lagi analisis untuk
mengetahui  relevansi  pemikiran  keduannya dalam  konteks
keindonesiaan. Langkah terakhir adalah analisis yang berusaha
mempertegas (menemukan) posisi masing-masing mereka berdua

dalam memandang sistem pemerintahan Islam.

3. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis
dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan historis bertujuan untuk
mengetahui akar pemikiran tokoh.“° Sedangkan pendekatan ilmu politik

bertujuan untuk menemukan sumbangsih pemikiran kedua tokoh

% Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analisis lihat
Saifuddin Azwar, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) him 6.

“0 pendekatan historis berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal
tokoh. Latar belakang eksternal meliputi kondisi khusus yang dialami oleh tokoh, baik dari segi
sosial, ekonomi, budaya, sastra maupun filsafat. Latar belakang internal meliputi riwayat hidup,
pendidikan, pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para llmuan sezaman. Lebih lanjut
lihat Sudarto, Metodologi, him. 105.
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tentang sistem pemerintahan Islam. Bermodalkan dua pendekatan ini,
penulis berusaha menjawab semua tanya jawab yang menjadi pokok

masalah.

. Pengumpulan Data

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang
mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya

penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer
Sumber data ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian
ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penulis
yaitu: Capita Selecta, Polemik Negara Islam Soekarno Versus
Natsir, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Khilafah dan
Kerajaan diterjemahkan dari buku aslinya yang berbahasa Arab. Al-
Khilafah Wal Mulk.

b. Sumber Sekunder
Sumber data sekunder diambil dari buku-buku, makalah, artikel,
media elektronik dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

pembahasan penelitian ini.

. Analisis Data
Analsis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan

instrument analisis deduktif dan komparatif. Deduktif merupakan
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analisis dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk
menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Dalam konteks ini,
dianalisis paradigma pemikiran Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-
Maudadi  tentang  konsep  pemerintahan  Islam  kemudian

mendeduksikannya dengan pendekatan ilmu politik.**

Komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan
sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan obyek penelitian
dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab komparasi ini akan menentukan secara
tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat dipahami
dengan semakin murni. Sedangkan komparasinnya merupakan pembandingan
pendapat anatara Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-Maudadi mengenai

konsep pemerintahan.

*' Beberapa hal yang menjadikan patokan dalam sebuah proses pengambilan keputusan
politik misalnya ideologi dan konstitusi-konstitusi tersedianya sumber daya manusia, efektifitas
dan efesiensi, etika dan moral yang hidup demi masyarakat dan agama. Lihat, Rahman Subakti,
Memahami IImu Politik, him. 190.
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G. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan ini dapat dibaca secara mudah dan dapat dipahami
maka kajian ini perlu di susun secara sistematis. Penelitian ini dibagi kedalam

liam bab, yang mana pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab | Dberisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan
pembahasan penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam bab ini
dipaparkan latarbelakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa
penulisan ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi penelitian ini.
Rumusan masalah untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar
lebih fokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan untuk
menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian ini, setelah itu tinjauan pustaka
untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, sedang
landasan teori menjelaskan pendekatan apa yang akan dipakai dalam penelitian
ini. Adapun metode penelitian di maksudkan untuk menjelaskan cara yang
akan dilakukan penyusunan dalam penelitian dan yang terakhir sistematika
pembahasan berusaha mengorganisir secara sistematik dari tahap pendahuluan

sampai pada kesimpulan akhir.

Bab Il membahas gambaran umum tentang pemerintahan Islam. Bab ini
akan meliputi seputar pembentukan pemerintahan dalam Islam dan bentuk

Negara dalam Islam.
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Bab 11l berisi biografi singkat Mohammad Natsir dan Abu A’la Al-
Maududi serta pemikiran mereka tentang poitik, dan konsep pemerintahan

menurut mereka.

Bab 1V adalah merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan
menguraikan pemikiran kedua tokoh, dan pada bab ini di analisis sejauh mana
persamaan dan perbedaan pendapat tentang konsep pemerintahan Islam. Selain
itu juga dianalisis relevansi pemikiran keduanya mengenai konsep

pemerintahan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.

Bab lima merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan
umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini di maksudkan sebagai
penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang dikemukakan dan saran-
saran yang diberikan kepada peneliti berikutnya yang berminat pada subjek
yang sama dan kemudian penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka sebagai

rujukan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep
pemerintahan menurut pandangan politik Mohammad Natsir dan Abu A’la

Al-Maudiidi, secara umum dapat ditarik kesimpulan, antara lain.

Bagi Mohammad Natir, Islam dalam hal ini adalah agama harus masuk
ke dalam sistem kenegaraan. Islam akan menjaga moral kenegaraan dan
kemasyaakatan sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dalam
mengeluarkan kebijakan negara. Mengenai bentuk atau sistem pemerintahan,
menurut Mohammad Natsir, umat Islam bebas memilih mana yang paling
sesuai, asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah
ditetapkan oleh Islam. Mohammad Natsir dapat menerima sistem
pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan (demokrasi), tetapi dengan
menjunjung tinggi prinsip supermasi hukum atau syari'ah. sehingga moral
tersebut selalu berada pada koridor hukum yang mengarah kepada kebaikan
untuk semua pihak. Dalam kondisi situasi yang aman seperti di Indonesia,
Mohammad Natsir yakin bahwa prinsip syuro lebih dekat kepada rumusan
demokrasi modern seperti yang dipraktekkan di negara Eropa maupun
Amerika Serikat dengan meletakkan dasar Islam sebagai panduan dalam

mengambil keputusan. Jadi dalam demokrai Islam, perumusan kebijakan

127
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politik, eknomi, dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada aturan yang telah

ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Konsep politik Islam yang dibawa oleh Abu A’la Al-Maududi adalah
ke-Esaan Tuhan dan iman terhadap kekuasaan Allah. Berpegang pada misi
Nabi yang memperkokoh kekuasaan Allah diatas bumi ini serta menyebarkan
sistem kehidupan diamanatkan Allah, Negara yang dimaksud Abu A’la Al-
Maudidi adalah negara yang bersumber pada al-Qu’an dan Sunnah. Yang
manadalam konsep negara, Abu A’la Al-Maudiidi menyebutnya dengan
istilah Teo Demokrasi untuk pemerintahan Islam. Bahwa Islam memberikan
kedaulatan kepada rakyat, tetapi kedaulatan tersebut tidak mutlak karena
dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain,

kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan.

Konsep theo demokrasi masih tetap relevan, Konsep theo-demokrasi
pada level struktur berfungsi untuk menguji keputusan-keputusan yang
dihasilkan oleh suara mayoritas dalam bentuk undang-undang atau produk-
produk hukum dari proses demokrasi tersebut melalui mekanisme lembaga
peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Lembaga Peradilan, khususnya
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis untuk
menguji produk-produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh
legislatif secara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan
beberapa pertimbangan antara lain prinsip tidak memisahkan agama dan

negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Negara
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diberikan peran untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan

agama khususnya yang bersentuhan dengan ketertiban umum.

Dari uraian di atas dapat ditarik bahwa pandangan Mohammad Natsir
lebih condong mendukung negara Islam dengan ideologisasi Islamnya. Ada
dua hal pandangan Natsir yang perlu ditegaskan. Pertama; umat Islam, dalam
menyusun sistem ketatanegaraannya boleh meniru Barat atau sistem mana
saja, karena bagi Mohammad Natsir, Barat dan Timur bukanlah menjadi
ukuran, yang terpenting hukum-hukum Ilahi dapat tegak di dalamnya. Kedua;
hubungan agama dan negara menyatu dalam satu koridor yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, bagi Mohammad Natsir Islam telah menyediakan
perangkat dasar yang dapat diterapkan sesuai dengan zamannya. dan praktek
kenegaraan pada masa Nabi dalam anggapan Mohammad Natsir hanya
menjadi patokan untuk mengatur negara. Pada kenyataannya Mohammad
Natsir tampaknya menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara Islam
dengan ideologi Islam yang ia perjuangkan, paling tidak hukum-hukum Islam
(syari’ah) bisa berjalan atau menjadi hukum yang dianut oleh seluruh

masyarakat muslim di Indonesia.
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B. Saran dan Rekomendasi Di Penghujung Tulisan

Terlepas dari kendala-kendala teknis di atas, penyusun menyadari

kekurangan-kekurangan dari penelitian ini dan karena itu penyusun

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Hendaknya umat Islam menjadikan al-Qur’an dan Sunah Nabi
sebagai dasar negara karena dalam Islam terdapat aturan-aturan
yang menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia.

Dengan terusnya umat musim berada bayang-bayang sistem
kenegaraan Barat, maka hal tersebut akan terjadi pengikisan sifat
religious umat. Sistem yang diadopsi Batar ini akan dikhawatirkan
akan menghilangkan otoritas agama sebagai penjaga akidah umat
dalam bernegara yang kemudian akan menciptakan aturannya
sendiri walau bertentangan dengan nilai agama.

Untuk mewujudkan kesadaran umat Islam akan kesempurnaan
Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara
hendaklah dilakukan penyadaran umat Islam akan kesempurnaan
nilai-nilai Islam sehingga kesan Islam yang negatif seperti
kekuasan yang absolut dapat dikikis.

Apabila telah timbul kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam
dalam mengatur kehidupan bernegara maka umat Islam hendaklah
memilih Partai politik yang dapat mewujudkan Islam sebagai dasar

negara.
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membawa mukjizat-mukjizat yang gamblang. Dan telah kami turunkan
pula Kitab-Kitab Syari’ah dan keadilan bersama mereka, agar
masyarakat manusia dapat berdiri seutuhnya. Oleh sebab itu, Kami
telah menciptakan besi untuk dijadikan alat senjata yang hebat, juga
untuk keperluan lainnya bagi kehidupan manusia, supaya Allah
mengetahui siapa yang telah membantu-Nya menegakkan Agama
Allah dengan menggayang musuh-musuh-Nya dan sekaligus
membantu Rasul-Rasul-Nya, sekalipun mereka telah tiada. Q.S. al-
Hadid 57:(25)
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Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku.
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Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku.
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